-

Kementerian PPPA dan Forum Kesetaraan Gender
mempersembahkan:

KARYA BAGIPEREMPUAN
DALAMMEMPERKUAT
PENGETAHUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Selasq, 21 Desember 2021 | 08.00 - 13.00 WIB

PRESENTER: KEYNOTE SPEAKER:

Dr. MUSTIQOWATI UMMUL FITRIYAH, M.Si. LENNY N. ROSALIN, S.E., M.Sc., M.Fin.
Prof. Dr. ELLY MALIHAH, M.Si. Prof. Dr. EMY SUSANTI Dra., MA.
Prof.Dr.ir. KEPPI SUKESI, MS.

Dr. Ir. ARIANTI INA RESTIANI HUNGA, M.Si.

Dr. TYAS RETNO WULAN, S.Sos., M.Si. Q
SARTIAH YUSRAN, M.Ed.,Ph.D.

NURSITI, SH, M.Hum.

Meeting ID: 842 1001 7645
Passcode: 601363

aswgi.id ([ Salasika www.aswgi.org Powesed by: HR 24/7




LIFZUH “apaanos

IDMSY 30 d1EY)
..ﬁml“"mrmlmmmmw-mmﬂﬁm. "Hmtﬂhmﬂhﬂm..

VISANOAN! ‘VAVEVYYHNS
1Z0Z 'wlZ 4393230

TVAOT1 NV4IMVY3IX SISvay3d
NVNHVLION3d LVNYH3dINTIN INYTVA NVNdINFH3d VAYYA

. I8juasald lebegas

HYAAIYHLIA TNAIAN 1LYMODILSNIN

:ppodey uniueqiq

AIVAI4I1d3S

Y
Y DRI S S S IICIIN
e .




TSN BBUNH [UBNSaY Bl NUBHY ] 3 Uep S N 1SyNS 1ddaY I[I 0 Y9I0
NVANLINTd NVANVINIMONVY | 18S9[35 - 0p [

AVAVI VANVL O 11-0011

HAMVIAS A LONAT 0001 - 0¥ 60

VOa ® WAHLINV TVNOILLVN VAVY VISANOUNI 01°60-0060
NVdIVISHId 0060 - S¥'80
NOILLVILSIOTH S¥'80- 0080

[eqo]
URJLIEIY SISECIg] uenduwaad J uenye)asudj jempdwapy wepep nqy ynjun eAIRY : JEYERIBASE[\ UBIPQRSUIJ UBP UBRDI[IUI ] [ISE]] ISBUIasi(|

NAOUNNY




“PEREMPUAN DAN KEBIJAKAN RESTORASI GAMBUT”

Mustiqgowati Ummul Fithriyyah
UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
pustigowati@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetabui Peran Perempuan terbadap Restorasi Gambut Provinst
Riau. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat Provinsi Riau merupakab salah satu
provinsi yang menjadi prioritas lokasi pelaksanaan kebijakan restorasi gambut. Restorasi gambut
pun  dianggap ftidak dapat berjalan tanpa partisipasi hakiki perempuan. Namun pada
kenyataannya, peran perempuan lerhadap restorast gambnt di Provinsi Rian belum memiliki ruang
lebth. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Penclitian ini
menghastlkan model bagi penguatan kelembagaan melalui pendekatan collaborative governance.
Jenis penclitian ini adalah deskriptif fualitarf. Hasil penclitian ini menunjukkan babwa
1).Perempuan  mampu  berperan  dalam  melaksanakan restorasi  gambut. Pemerintah  perlu
melibatkan dan memberi riang sama terhadap kesetaraan gender dalam melaksanakan restorasi
gambut. 2). Perempuan perlu terlibat dalam melaksanakan kebijakan restorasi gambut. Dengan
menerapkan Colaborative Governance antara pemeriniah bersama Swasta, 1embaga Swadaya
Masyarakat , dan Perempuan maka akan mencapat tujuan bersama yakni restorasi gambut yang
menjadi bagian dart pembangunan berkelanjutan.

Kata kunct: Peran Perempuan, Restorasi Gambut, Colaborative Gorernance

PENDAHULUAN
Indonesia dengan lahan gambut dengan luas mencapai 22,5 juta hektar.

Keberadaan lahan gambut di Indonesia memiliki arti yang penting bagi kelestarian
lingkungan secara global. Sayangnya, wacana mengenai lahan gambut masith muncul
terbatas pada situasi tertentu seperti saat te nirjadinya kebakaran hutan dan lahan
(karhutla). Wacana lahan gambut yang muncul pun hanya berkutat pada persoalan
ckologi dan ekonomi, padahal keberadaan lahan gambut di Indonesia sendiri
memiliki dimensi yang luas, baik dari segi sosial, budaya, politik, bahkan dalam
dimensi keadilan gender. Dengan luasnya kawasan lahan gambut di Indonesia, maka
jelas bahwa lahan gambut memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat,
khususnya penduduk yang hidup di sekitar kawasan lahan gambut, termasuk di
dalamnya kaum perempuan.

Pada tahun 2015, emist karbon dioksida Indonesia mencapai 1043 juta metrik
ton setara dengan CO,. Emusi tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan
yang luas, hal tersebut dipicu oleh konversi gambut secara besar-besaran untuk

perkebunan. Oleh karenanya, upaya restorasi lahan gambut yang rusak menjadi



landasan strategi bagi Indonesia untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan dan
lahan serta timbulnya kabut asap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 pasal 28H telah menjelaskan bahwa kondist lingkungan hidup yang sehat dan
baik merupakan hak asasi dan hak konstitusi bagi masyarakat Indonesia. Negara
memiliki untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat
tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk
hidup lain. Dielaskan dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke 4 mengenai
penegasan terhadap kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi
segenap sumber-sumber insani Indonesia dan lingkungan hidup Indonesia guna
kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia (Fadli et al., 2016).

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup vang meliputi  kebyaksanaan penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan
hidup. Asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup diatur dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung an Hidup. Ruang lingkup
pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a)
Perencanaan; b) Pemanfaatan; c) Pengendalian; d) Pemeliharaan; €) Pengawasan; dan
f) Penegakan Hukum.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak terlepas
dari peran pemerintah selaku pembuat sekaligus sebagai pelaksana kebyakan terkait
terciptanya pengelolaan lingkungan yang baik. Salah satu daerah yang kerapkal
mengalami kerusakan adalah Provinsi Riau yakni yang disebabkan oleh kebakaran
hutan dan lahan. Sumatera merupakan pulau yang memiliki lahan gambut terluas di
Indonesia (6,5 juta ha) dengan sebaran gambut paling banyak di Provinsi Riau. Salah
satu penyebab kerusakan sumber daya alam di Provinsi Riau adalah kebakaran hutan
dan lahan dilahan gambut yang menyebabkan kerusakan di ekosistem gambut.
Provinsit Riau merupakan salah satu wilayah yang rawan terjadinya kebakaran hutan
dan lahan.Pada tahun 2019 Provinst Riau menjad: kawasan terparah yang mengalamm
karhutla di Indonesia (Nurcahyads, 2019).

Bencana karhutla di kawasan lahan gambut telah menyebabkan kerugian

ckonomi dan trauma terhadap penduduk. Perempuan adalah kelompok yang



merasakan dampak langsung karhutla dalam kehidupan sehari-hari, seperti keringnya
sumber air, rusaknya kebun, dan hilangnya sumber daya hayat lokal seperti ikan, dll.
Namun demikian, program-program pencegahan karhutla masih cenderung
mengabaikan perempuan. Padahal ketika kebakaran terjadi, perempuan juga turut
memadamkan api baik di lahan perkebunan maupun di pemukiman. Perempuan juga
harus memikirkan dampak lanjutan dari karhutla terhadap kehidupan keluarga (Sigiro,
2020).

Maka untuk mereproduksi potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar
tersebut, dan untuk mengimplementasikan salah satu dan prinsip goed gorernance
terkait komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan hidup tersebut,
maka diperlukankanlah penerapan dari konsep wllaborative governance. Seluruh
stakeholder yang terdiri dari pemerintah, swasta, masyarkat termasuk perempuan dapat
berkolaborast dalam kebyakan restorasi gambut untuk mencapai tujuan bersama
yakni menjadikan lingkungan hidup yang baik. Negara dalam menyikapi hal tersebut
melalui Pemerintah Daerah Provinsi Riau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dyjelaskan bahwa perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanaan berdasarkan asas tanggung jawab
daerah, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan,
manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekorigion, keanekaragamanhayati, pencemar
membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan
otonomi daerah.

Presiden Indonesia membentuk Badan Restorast Gambut (BRG) untuk
memudahkan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi restoras: gambut di berbagai
Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinst Sumatera Selatan, Provinsi
Kalimantan Barat, Provins: Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan
Provinsi Papua (Yuliani, 2018). Konsep restorasi lahan gambut oleh BRG
menjelaskan bahwa pemulihan tanah tidak dapat dilakukan hanya dalam dimens:
ekologis-geologis, tetapt juga dalam dimenst pemulihan dimana masyarakat sebagai
bagian dari ekosistem lahan gambut. Konsekuensinya yakni kaum perempuan juga
harus menjadi penerima manfaat dan sekaligus agen dalam proses restorasi terutama
restorasi gambut di Riau. Perempuan memiliki kepentingan yang besar akan

kelestarian lingkungan. Kaum perempuan yang hidup di kawasan lahan gambut



merupakan gambaran yang jernih tentang hubungan antara kerusakan lingkungan dan
akibatnya terhadap perempuan.

Dalam upaya restorasi ekosistem gambut di Indonesia, perempuan memiliki
peran sentral. Perempuan memiliki potenst dan keunggulan yang unik untuk merawat
dengan baik, dan peduli terhadap lingkungan. Restorasi gambut pun dianggap tidak
dapat berjalan tanpa partisipasi hakiki perempuan. Namun pada kenyataannya, peran
perempuan terhadap restorasi gambut di Provinst Riau belum memuliki ruang lebih.
Penyadaran adil gender penting dalam memposisikan perempuan sebagai pelopor
atau aktor setara dalam restorast gambut. Pengarusutamaan restorast gambut yang
berperspektif adil gender dalam pembangunan menjadi tugas besar para aktor
restorast gambut pada semua level. Pemerintah di Provinst Riau dirasa perlu
melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan dalam restorasi gambut.

Dilansir pada Women Research Institute bahwa perempuan memiliki akses
yang terbatas pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hutan atau pada
posisi pimpinan dalam kelompok tani hutan. Sedikitnya partisipasi perempuan dalam
pengambilan keputusan berkaitan dengan hutan diantaranya disebabkan oleh beban
tanggungjawab kerja yang berat, rendahnya tingkat melek huruf dan pendidikan kaum

perempuan di daerah pedesaan, dan asumsi yang tidak tepat bahwa kegiatan-kegiatan

yang berkaitan dengan hutan adalah “pekerjaan laki-laki” sebagai konsekuensi peran

abt]BxOw) .

Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 mendirikan Badan restorasi Gambut
(BRG), yang dalam hal ini diberikan mandat untuk merestorast dua juta hektar lahan
gambut sebelum 2020. Upaya restorasi tersebut mencakup pemetaan pada provinsi-
provinsi yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, pemgkatan muka air lahan
gambut, penciptaan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal, dan
pengebangan tanaman alternatif untuk lahan gambut. International Union for
Conservation of Nature (IUCN) telah menyebutkan menyebutkan bahwa lahan
gambut sebagai ckosistem bumi yang sangat berharga karena fungsinya dalam
pelestarian keragaman hayati, sebagai sumber air, pencegahan banyir, dan untuk

mengatasi perubahan iklim (Perempuan, 1971). Oleh karenanya, Negara



mengintervensi terhadap perbaikan lingkungan hidup terutama lahan gambut dengan
menerapkan collaborative governance antara pemerintah, bersama LSM dan masyarakat,
termasuk perempuan, terhadap restorast gambut untuk tujuan pembangunan

berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelittan 11 menggunakan jemis penehtian  kualitatif dengan metode
deskriptif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2015) metode penelitian kualitatif itu
dilakukan secara mntensif dan mecoba mencar deksripsi yang tepat dan cukup dari
semua aktivitas sehingga menghasilkan laporan penelitian yang mendetail. Penelitian
i1 merupakan jenis penelitian kepustakaan (Zbrary research), disebut penelitian
kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dalam penehtian ini
berasal dari perpustakaan dengan cara menelaah terhadap buku, literatur, catatan,
maupun artikel jurnal ilmiah, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah
yang ingin dipecahkan (Nazir, 1988).

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi hasil
yang mampu untuk memecahkan masalah peran perempuan dalam kebijakan
restorast gambut di Provinsi Riau, penyadaran adil gender penting dalam

memposisikan perempuan sebagai polopor atau aktor setara dalam restorasi gambut.

PEMBAHASAN
Kebijakan Restorasi Gambut

Tahun 2016 pemerintah mulai memperhatikan lahan gambut sebagai suatu
prioritas yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik, perhatian pemerintah
Republik Indonesia tidak lepas dart kejadian kebakaran lahan dan hutan yang terjadi
pada tahun 2015 yang lalu, yang menyebabkan bencana kabut asap yang terjadi
dibeberapa provinsi di Indonesia. Setelah kejadian itu pemerintah memberikan
perhatian khusus terhadap lahan gambut yang ada di Indonesia yakm dengan
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 yang mana Peraturan
Pemerintah 1m adalah Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kebyjakan restorasi gambut merupakan kebijakan yang dikeluarkan

pemerintah dengan tujuan mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan.



Kebyjakannya dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang
Badan Restorasi Gambut. Peraturn Perundang-Undangan ini dikeluarkan agar
mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat dalam
pelaksanaannya. Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebyjakan, antara lan:
gubernur beberapa daerah (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Papua), beberapa kementerian (Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ BPN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat
Wakil Presiden, Badan Informasi (Qodriyatun, 2017).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam pasal 22 a ayat 4 mengenai perlindungan
lahan gambut disebutkan bahwa “penyertaan unsur-unsur masyarakat, meliputi
masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa, orgamisasi kemasyarakatan, dan
relawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut pada
Pasal 1 dyelaskan bahwa Badan Restorasi Gambut adalah satu lembaga nonstruktural
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Restorasi
Gambut 11 berdiri pada tanggal 6 Januari 2016 yang bertujuan untuk mempercepat
pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak terutama akibat
kebakaran dan pengeringan. Tugas pokok dan fungsi BRG secara rinci diatur di
dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 di Pasal 2 dan Pasal 3.

Pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dilatarbelakangt peristiwa
kebakaran hutan dan lahan yang masif pada 2015. Tahun itu menjadi periode
terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air selama 18 tahun
terakhir. Kebakaran sepanjang Juni-November 2015 telah menghanguskan 2,6 juta
hektar lahan dan memicu kabut asap pekat. Menurut catatan Bank Dunia, kerugian
negara ditaksir mencapai Rp 221 triliun.1 Ini masih belum menghitung kerugian pada

aspek kesehatan dan pendidikan. Dari 2,6 juta hektar lahan yang terbakar pada 2015,



sebanyak 37% terjadi di lahan gambut. Padahal, lahan gambut merupakan penyimpan
karbon berjumlah besar.

Kebijjakan restorasi gambut merupakan kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Untuk
melaksanakan kebgjakan tersebut, ada beberapa program yang disusun oleh BRG
selaku institusi yang berwenang dalam pelaksanaan kebyjakan restorasi gambut
berdasar Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2016. Program itu meliputi regoning,
rewetting, manajemen regetasi, alternative livelibood, dan resolusi konflik.

Pelaksanaan kebyjakan restorasi gambut, menurut Nazir Foead (Kepala Badan
Restorasi Gambut-BRG) memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Karena
banyaknya kepentingan yang ada di sana, baik kepentingan ekonomi dari kelompok
besar dan masyarakat yang hidup di sekitar lahan gambut, maupun kepentingan dari
LSM, masyarakat adat, kelompok masyarakat sipil, pemerintah, pemerintah daerah,
dan kepentingan global. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus permasalahan
yang kemudian diangkat dalam tulisan ini adalah pelaksanaan kebijakan restorast
gambut memerlukan kestapan dari pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder
dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut (Qodriyatun, 2017).

Kebijakan restorasi gambut merupakan sebuah kebijakan yang bersifat tidak
permanen dan dibuat sekali untuk rentang waktu tertentu. Kebsjakan restorasi
gambut akan dilaksanakan dalam waktu 5 tahun (2016 — 2020) dengan target restoras
ckosistem gambut seluas 2 juta hektare di 7 provinsi di Indonesia, yang terdiri dari
Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, dan Papua. Target yang harus dicapai setiap tahunnya adalah
tahun 2016 seluas 30%; tahun 2017 seluas 20%; tahun 2018 seluas 20%; tahun 2019
seluas 20%q; dan tahun 2020 seluas 10%.

Riau merupakan provinsi di pulau Sumatera yang mempunyai lahan gambut
terluas, yakni 3,89 juta hektar dari 6,49 juta hektar total luas lahan gambut di pulau
Sumatera. Akan tetapi sekitar 2,31 juta hektar telah terdegradasi. Dari 934.130 ha
lahan gambut terdegradasi yang tidak dimanfaatkan, sekitar 585217 ha potensial
dikembangkan untuk tanaman perkebunan, pangan dan hortikultura (Masganti et al.,

2014).



Collaborative Governance

Collaborative governance memjadi penting dalam tata kelola pemerintahan, karna
melibatkan banyak aktor baitk pemerintah maupun nonpemerintah untuk terlibat
langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan
mengenai kebyjakan pemerintah dalam rangkah mempermudah pemberian pelayanan
publik dan penyediaan serta pengelolaan aset publik. Dalam hal kebyjakan restorasi
gambut, pemerintah dapat mengamalkan teori Collabotarive Gorernace yakni antara
pemerintah bersama Swasta, LLembaga Swadaya Masyarkat dan kaum perempuan.
Jika Pemerintah dapat berkolaborasi bersama Swasta, Lembaga Swadaya Masyarkat
dan kaum perempuan dengan maksimal dapat mencapai tujuan bersama yakni
memulihkan ekosistem gambut dan menjadikan lingkungan hidup yang baik.

Ansell dan Gnash (2008) mendefinisikan collaborative  gorernance sebagai
berikut: Sebuah pengaturan dalam pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga
publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses
pengambilan keputusan kolektf yang formal, berorientasi pada konsensus,
deliberatif, dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik
atau mengelola program atau aset public (Ansell & Gash, 2008).

Lebih lanjut, collaborative gorernance berfokus pada kebyjakan dan i1su-1su publik
yang tentu fokus ini berbeda dengan bentuk-bentuk konsensus lainnya dalam
pengambilan keputusan. Dengan demikian, dalam proses collaborative governance, tiap
stakeholders yang duduk dalam suatu forum mests saling bertukar pandangan tentang
bagaimana kolaborasi mereka dapat mencapai tujuan. Kolaborasi tersebut bisa jadi
mengalami  kendala, tetapi pertama mereka harus mampu mengatasi masalah
ketidakpercayaan, ketidakhormatan, dan antagonisme langsung (Ansell & Gash,
2008).

Menurut Stephan Balogh Collaborative Governance memiliki tiga dimensi,
yaitu system context, drivers, dan dinamika kolaborasi.

1. Dimensi pertama digambarkan dengan kotak terluar yang merupakan ruang
lingkup/ system contexs yang menanungi.Dimenst pertama ini memiliki 7
elemen yaitu:

a) Resouce Condition (Sumber daya yang dimiliki),

b) Policy and Legal Framework (Kebijakan dan kerangka hukum),



c) Level of Conflict/Trust (Konflik antar kepentingan dan tingkat

kepercayaan),

d) Sosioekonomi;kesehatan;budaya;dan ragam (Potret Kondisi),

e) Prior falure to Address Issues (Kegagalan yang ditemui di awal),

f) Political dynamics/power relations (Dinamika politik), dan

g) Network connectedness (Jaringan yang terkait).

2. Dimensi kedua merupakan bagian dari konsep Collaborative Governance yang
terdir1 dari dinamika kolaborasi dan aksi kolaborasi. Kondisi sekarang pada
awal kolaborasi dapat baitk memfasilitasi atau mencegah kerjasama antara para
pemangku kepentingan danantara instansi dan pemangku kepentingan, banyak
kerangka kerja cenderungmencampuradukkan konteks dan kondisi sistem
dengan driver khusus kolaborasi. Sebaliknya, kerangka kerja yang memisahkan
kontekstualvariabel dari driver penting, tanpa dorongan untuk berkolaborasi
tidak akan berhasil.

3.  Dimensi ketign merupakan dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga
komponen, yaitu : Principled Engagement,Shared Motivation, Capacity for
Join action (Purwanti, 2016).

Emerson dan Nabatchi dalam (Ulfa, 2018) menyatakan bahwa suksesnya
kolaborasi merupakan kemampuan bertindak secara kolektif. Yang menggambarkan
kerangka kolaborasi sebagai bagian yang krusial dan dinamika kolaborasi dan
membutuhkan dukungan secara berkelanjutan dari berbagai aktor dalam collaborative
governance. Kemampuan bersama ini meliputi kesepakatan prosedural, institusional,
pengetahuan sumber daya manusia dan kepemimpinan.

Kolaborasi antar stakholder dalam melaksanakan restorasi gambut juga dapat
gagal karena masth dipertahankannya pendekatan top down oleh pihak pemerintah
ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, masih adanya dominasi dari pihak
pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas kerjasama dan
egalitarian sebagaimana yang dipersyaratkan bagi berjalannya sebuah kolaborast,
kolaborasi juga gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau stakeholder
lainnya selama 1m sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan,
tidak penting dan didominasi oleh kelompok dominan/pihak pemerintah melalui
pendekatan zgp-down (Sudarmo, 2009). Kelompok dominan kerap kali diwakilkan oleh
laki-laki dan kelompok yang dianggap tidak kelompok yang tidak penting. Proses



pembuatan kebyakan merupakan ruang yang gender-nentral (Lima, 2021) sehingga
membutuhkan aksi guna menghilangkan ketimpangan gender bahkan dalam proses
membuat sebuah keputusan bagi kepentingan umum. Adapun tindakan-tindakan
lebih lanjut perlu didukung dengan dana yang memadai dalam memonitori progress
pengurangan diskriminasi gender. Sehingga pemerintah perlu  menghapuskan
pembedaan kelompok penting dan tidak penting. Pemerintah perlu melibatkan

seluruh Stakeholder termasuk Perempuan dalam pelaksanaan Restorasi Gambut.

Peran Perempuan Dalam Kebijakan Restorasi Gambut

Pemerintah menerbitkan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sehingga menjadi gencar untuk
melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat disekitaran lahan gambut sebagai
bentuk mitigasi terhadap bencana kebakaran karena tidak bisa dipungkiri
masyarakatlah ujung tombak apabila terjadi kebakaran.

Dalam pemecahan masalah kerusakan ekologi gambut pemerintah harus
memperhatikan sudut pandang perempuan, kesetaraan gender. Pemerintah memuiliki
peranan penting dalam restorasi gambut secara berkelanjutan. Pemerintah bersama
BRG dapat berkolaborasi dengan petani perempuan untuk pengolahan lahan gambut
tanpa bakar guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hal 1m
dikarenakan perempuan memiliki peran sentral. Perempuan memiliki potensi dan
keunggulan yang unik untuk merawat dengan baik, dan peduli terhadap lingkungan.
Restorast gambut pun dianggap tidak dapat berjalan tanpa partisipasi hakiki
perempuan. Karena, dalam mencapai tujuan bersama Pemerintah harus berkolaborast
dengan seluruh stakholder tanpa membeda-bedakan kaum yang dominan.

Akhir 2019, BRG mengukur Indeks Desa Peduli Gambut (IDPG) pada 257
desa di seluruh Indonesia dengan 172 perkembangan status dapat dilihat. Data BRG,
ada 773 petani perempuan dan pengrajin yang tergabung dalam pemberdayaan
masyarakat tersebar di tujuh provinsi prioritas. Total, ada 25 orang (33%) perempuan
jadi fasilitator Desa Peduli Gambut. Secara menyeluruh, status IDPG dampingan
fasilitator desa berdasarkan gender, yaitu, laki-laki: 23% adaptif, 38% pulih, 24%
berdaya, 4% sangat rentan dan 11% rentan. Kemudian, perempuan, 27% adaptil,

31% pulih, 29 % berdaya, 3% sangat rentan, dan 10% rentan. Sejak 2017-2019,



persentase fasilitator perempuan mengalami kenaikan, 13 orang pada 2017, 2018 (20)

dan 2019 (25).

Tabel 1

Status IDPG Dampingan Fasilitator Desa Berdasarkan Gender

Keterangan Laki-Laki Perempuan
Adaptif 23% 27%
Pulih 38% 31%
Berdaya 24% 29%
Sangat Rentan 4% 3%
Rentan 11% 10%

Berdasarkan tabel tersebut dyelaskan bahwa Dari 257 desa peduli gambut
dampingan BRG sejak 2017-2019 mengedepankan kebijakan pengamanan sosial pada
kelompok masyarakat rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok miskin.
Perempuan yang menjadi fasilitator menunjukkan profesionalisme dan mampu
membangun partisipasi warga di desa dampingan. Perempuan bersama pemerintah
saling bersinergi dalam restorasi gambut. Pada program Desa Peduli Gambut, dengan
jumlah representasi yang dihasilkan wanita sebagai fasilitator menunjukkan indeks
yang tidak rendah. Sehingga, hal in membuktikan bahwa peran perempuan tidak bisa
dianggap menjadi kelompok lemah dan tidak penting.

Pemberdayaan masyarakat tidak sepenuhnya harus berasal dari pemerintah
namun, bisa juga berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap
lingkungan atau kaum perempuan yang memiliki rasa kepedulian terhadap restorasi
gambut dan mengekspresitkan dalam sebuah gerakan. Salah satu bukti bahwa
perempuan memiliki pemahaman dan kemampuan dalam melaksanakan restorasi
gambut khususnya di daerah Provinsi Riau yakni dengan hadirnya Lembaga Swadaya
Masyarakat yang melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang dalam hal i
digerakkan oleh perempuan dengan nama Riau Women Working Group (RWWG)
(Ninla Elmawati Falabiba et al., 2014).

Riau Women Working Group (RWWG) adalah organisasi non pemerintah
yang berdiri pada 26 jul 2009 yang terbentuk atas komitmen 15 orang perempuan
yang berasal dari LSM/NGO yang berbeda-beda seperti Wahana Lingkungan Hidup
(WALHI), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Kantor Bantuan
Hukum Riau, Yayasan Bunga Bangsa, Yayasan Alam Sumatera Yayasan Bahtera

Alam, HAKIKLRiau Mandiri dan WWE. Riau Women Working Group menjadi




bukti nyata bahwa di Provinsit Riau terdapat perempuan-perempuan yang peduli
terhadap restorast gambut dan menuangkan kepeduliannya terhadap aksi-aksi nyata.
Fokus utama dari Riau Women Working Group adalah perempuan dan sumber daya
alam. Dilansir dari Mongabay.co.id Myrna Safitri, Deputi Bidang Edukasi, Sosialisast,
Partisipasi dan Kemitraan BRG menjelaskan bahwa perempuan memiliki solidaritas
tinggi dan kekuatan untuk menggerakkan perubahan, khusus pada pola hidup bersih
dan sehat. Perempuan menjadi simbol gerakan perempuan di desa-desa, yang
memiliki peran penting dalam melindungi dan memulihkan lahan gambut.

Riau Women Working Group (RWWG) berdin didasari oleh banyaknya
ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi khususnya yang terjadi di Riau, baik di
ranah publik maupun domestik, seperti rendahnya pasrisipasi perempuan dalam
pengambilan keputusan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan , tingginya
kerusakan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya beban kerja perempuan,
pemiskinan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, marginalisasi dan

lain-lain.

KESIMPULAN

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup vang meliputi  kebyjaksanaan  penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan
hidup. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak terlepas
dari peran pemerintah selaku pembuat sekaligus sebagai pelaksana kebyakan terkait
terciptanya pengelolaan lingkungan yang baik. Salah satu daerah yang kerapkal
mengalami kerusakan adalah Provinst Riau yakni yang disebabkan oleh kebakaran
hutan dan lahan. Bencana karhutla di kawasan lahan gambut telah menyebabkan
kerugian ekonomi dan trauma terhadap penduduk. Perempuan adalah kelompok
yang merasakan dampak langsung karhutla dalam kehidupan sehari-hari, seperti
keringnya sumber air, rusaknya kebun, dan hilangnya sumber daya hayati lokal seperti
tkan. Namun demikian, program-program pencegahan karhutla masih cenderung
mengabaikan perempuan.

Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 mendirikan Badan restorast Gambut

(BRG), yang dalam hal ini diberikan mandat untuk merestorasi dua juta hektar lahan



gambut sebelum 2020. Oleh karenanya, Negara mengintervensi terhadap perbaikan
lingkungan hidup terutama lahan gambut dengan menerapkan wilaborative governance
antara pemerintah, bersama LSM dan Perempuan terhadap restorasi gambut untuk
tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pemecahan masalah kerusakan ekologi
gambut pemerintah harus memperhatikan sudut pandang perempuan. Kesetaraan
gender, pemerintah memiliki peranan penting dalam restorasi gambut secara
berkelanjutan. Pemerintah bersama BRG dapat berkolaborasi dengan petani
perempuan untuk pengolahan lahan gambut tanpa bakar guna pencegahan kebakaran
hutan dan lahan.

Salah satu bukti bahwa perempuan memiliki pemahaman dan kemampuan
dalam melaksanakan restorasi gambut khususnya di daerah Provinsi Riau yakm
dengan hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan pemberdayaan
terhadap masyarakat yang dalam hal i1 digerakkan oleh perempuan dengan nama
Riau Women Working Group (RWWG). Dalam hal kebgyjakan restorasi gambut,
pemerintah dapat menerapkan teort Collabotarire Gorernace yakni antara pemerintah
bersama Swasta, Lembaga Swadaya Masyarkat dan kaum perempuan.  Jika
Pemerintah dapat berkolaborasi bersama Swasta, Lembaga Swadaya Masyarkat dan
kaum perempuan dengan maksimal dapat mencapai twuan bersama yakm

memulihkan ekosistem gambut dan menjadikan lingkungan hidup yang baik.
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